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ABSTRAK

Krisis kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya menjadi salah satu krisis yang
harus diperhatikan, terutama Indonesia yang termasuk ke dalam negara yang
dijadikan negara transit bagi Rohingya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan penanganan
terhadap pengungsi melalaui hukum internasional dan hukum nasional. Hal ini
disebabkan oleh adanya ambiguitas posisi Indonesia yang tidak meratifikasi
Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 sehingga Indonesia tidak memiliki
kewajiban hukum secara formal di dalam internasional, tetapi Indonesia juga tetap
memberikan perlindungan sementara berdasarkan Peraturan Presiden No.125 tahun
1945. Penelitian ini diilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif.
Hasilinimenunjukkan bagaimana penerapan kebijakan hukum internasional dalam
implementasinya di dalam-hukum pasional. Ketiadaan ratifikasi Konvensi Jenewa
1951 dan Protokol 1967 menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam melakukan
penanganan-terhadap perlindungan pengungsi, termasuk dalam menyediakan hak-
hak™ dasar serta akses kebutuhan kepada pengungsi.Penelitian ini menemukan
bahwa kebijakan Indonesia bersifat ad-hoc dan sementara, tidak memberikan'solusi
jangka-panjang kepada pengungsi.

Kata..Kunci: Pengungsi- Rohingya, Konvensi 1951, Protokol 1967, Hukum
Internasional, Hukum Nasional, Perpres No.125 tahun 2016, Pancasila, UNHCR.



	ABSTRAK

